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PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

"NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2004
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

-

bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran
2004 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2004; .

».  bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

—_—

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); \ -

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Taggn 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3988); . :

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara ~ Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan
Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor- 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389),

Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004  tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 20Q0 tentang -
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 );

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepal~ Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun, 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4080);

Peraturan Pemerintah Nomor 20  Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);
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Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4416); \ ‘

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003
tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran
Daerah Tahun 2003 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003
tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun
2003 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Dae.ah Tahun 2003
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya

(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota
Tasikmalaya(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun
2003 Nemor 16),

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2004
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2004
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 41);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 42).



Menetapka

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

S

. PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004 sebagai berikut:

a. Pendapatan.............cocovviiiiiiiininen Rp 302.591.855.247,09
b. Belanja ..o ee e e Rp_290.278.765.018,79
Surplus/defisit............Rp  12.313.090.228,30

¢. Pembiayaan: .
-Penerimaan..........ccooeeeiviieiiiieeennnn. Rp 16.790.170.906,17
-Pengeluaran...........cccoeeviviinieeinannn, Rp  3.032.348.182.78
Surplus/defisit.............Rp  13.757.822.723,39

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 13.371.581.247,09 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan..........coceveviiee i, Rp 289.220.274.000,00

b. Realisasi.........covvvvvviviiirieniiieernnn, Rp 302.591.855.247,09
Selisih lebih..............Rp  13.371.581.247,09

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp. 12.678.348.981,21 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah

perubahan.............c.cceeciiiiiiiinl .Rp 302.957.114.000,00
b. Realisasi.........cceviiiiiiiiiirineiniinnens Rp 290.278.765.018.79
Selisih (kurang).........Rp  12.678.348.981,21

(3) Selisih anggaran dengan realisasi - surplus sejumiah
Rp. 26.049.930.228,30 dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/Defisit setelah perubahan...Rp. - :
b. Realisasi.......cc.ccooeiiiiiiiiinii, Rp. 26.049.930.228.30
Selisih lebih.............. Rp. 26.049.930.228,30

(4) Selisih realisasi pembiayaan sejumlah Rp 13.757.822.723,39
dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi Penerimaan.................. Rp. 16.790.170.906,17
b. Realisasi Pengeluaran.................. Rp. 3.032.348.182,78

Selisih lebih ........... Rp. 13.757.822.723,39



Pasal 3

Berdasarkan Pertanggungjawaban Felaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004
yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumiah Rp
26.070.912.951,69; dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2004................... Rp  16.790.170.906,17

b. Jumlah penerimaankas...........c.co.en.. Rp 302.591.855.247,09

c. Jumiah pengeluarankas..................... Rp 290.278.765.018,79

d. Jumlah Pembiayaan..................coenee Rp 3.032.348.182,78

e. Saldo Kas 31 Desember 2004...... .... Rp  26.070.912.951,69
Pasal 4

(1) Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

Lampiran! : Laporan Aliran Kas :
Lampiran !l : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah

(2) Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
Anggaran 2004 diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya.

Diundangl:an di Tasikmalaya
pada_t_a”ngg,ﬂ 1 September 2005
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